BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH

Menimbang

Mengingat

NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Tengah wajib menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun
2021 sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional;

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 merupakan pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum  Anggaran
Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan (APBD-P) Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
mengubah Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu

Tengah Tahun 2021,

: L Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
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Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
4870);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), scbagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Diseasc 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6486);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang  Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Dacrah,
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Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
590);

12.  peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka = Menengah Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2018 Nomor 1), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 - 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 33
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU
TENGAH TAHUN 2021.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 33) diubah
sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni
angka 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
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2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai
Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah,

3. Kepala Dacrah adalah Bupati Bengkulu Tengah.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah untuk periode S (lima) tahun.

5. Organisasi Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Tengah.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) beserta perubahannya
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

6.A Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan selanjutnya disingkat
RKPD-P disusun sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (PPAS-P) yang selanjutnya diteruskan menjadi
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

7. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah
dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen
perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagao berikut:
Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 beserta
perubahannya adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk
periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal
2 Januari 2021 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2021 merupakan pedoman pemerintah daerah
dalam menyusun kebijakan umum anggaran perubahan serta prioritas
dan plafon anggaran sementara perubahan dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah perubahan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
Anggaran 2021.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

Sistematika RKPD-P Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 adalah:
BAB 1 : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

BAB IV  : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI : Penutup

Dipindai dengan CamScanner




5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) RKPD-P Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021, memuat
rancangan Kkerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan

partisipasi masyarakat.

(2) Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan rencana kerja perubahan OPD
sebagai bahan masukan.

(3) RKPD-P Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021, sebagai pedoman
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P).

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut Perubahan RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2021 dituangkan dalam Pelaksanaan Perubahan APBD
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021, sesuai dengan ketersediaan
dana pada Tahun 2021. :

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi

pada tanggal 24 SBPTEMRRR 2021

BUPATI BENGKULU TENGAH

A

H. FERRY RAMLI
Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal, 24 GEPTEMGER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

M7

EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 24
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